
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

! PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

i NOMOR TAHUN 2006

- , TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
. /  . BANK DAERAH KARANGANYAR

i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KARANGANYAR,

^ len im bang : a. bahwa dalam rangka membangun citra, dan jati diri sebagai
salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten 

< Karanganyar i sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia
i ' usaha saat ini, maka dipandang perlu untuk merubah nama
i dan logo Poiusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
’ Pasar Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa untuk; maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

■ #

'i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); . . .  ^

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 3772 
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 10 
Tahun 1998 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor; 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ndtnor 3790);

4. Undang-Undang Nomor .10 Tahun 2004 rentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangsn (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tahun -2005 Nomor 108, Tambahan Lembaian

■ Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

• , . v . . ■ - H ;  /. " d ' P a ra f:....

b 
. .,,,, 
i .. ·.'t· ._.. 

. ! .,,'. /'_.,. 

~ 
•_: 
> 

. 

I 

; 

; I 
i 1 
: ! 

, : l 
PEi\/!ERlNTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

: I 
·-, , I . 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR . ' 
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NOMOR 3 . TAHUN 2006 
' t , ! TENTANG 
: I 

. ..··. . I . . . . . . . 
. P~RUSAi?~N DAE~AH BANK PERKREDIT AN RAKYAT 
./ (,:;BANI< DAERAHKARANGANYAR 

-~ ~ ':;, ii f 
,, • . 1·. 

Mongingat 

,~:JJ ·-.~, ' ! 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . . : i 

BUPATI KARANGANYAR, · 
' r 
, I 

a. bahv.n dal.:iiri rungka membnngun citra. d,in jati diri sebagai 
sf.tlr.h sntu porusahaan daerah milik Pcmerintah Kabupaten 
Kar.:i:iganyar j sesuai dcngan tuntutan pP-rke:nbangan dunia 
us::tha saat ir~i, maka dipandang purlu untuk mtirubah nama 
dnn logo Per usahaan Daoruh Bank Perkreditan Rakyat Bank 

' I . P.:i:~m Kabupc:itcn Karc:inganyar; . .· i 
b. bahwa untuk; maksud tcrscbut perlu diatur dan · ditetapkan 

clongnn' P0ratlm:m Dncr3h. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Oi.18rnh-dao~,1h Kabupaten dal;:im Lingkungan Provinsi Jawa 
Tc:igah; 

2. Undang-Unc.l6ng Noinor 5 Tahun 1862 tentang Perusahaan 
Dacmh (Lernbnran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 -
Nomor 10, ;fpn1bahc:rn Lemfo1rnn N~gara Republik Indonesia 
Noq1or 2387) ! · 

---------3. Unciang-Un<J~ng Nomor 7 Tahun 1092 tcntnng Perbankan 
(L0mbaran Nbgarn f~epublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; 
Tarnbahar Lembaran NE.:gara Republik !r.donesia Ncmor 3772 
s'obagaimc:ina: tclah diubah deng,:m Undang -Undang Nomor 10 
Tahun 1988 i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tclhun 

; l, 

1998 N.omorj 182, Tambah_an Lernbarail Negara Republik 
!r.clon8sia Ncimor 3790); · 
:? ; : t - ' 

4. l.:Jndang-Undang Nomor 10 Tnhun 2004 rentang Pcrnbentukan 
P,,draturan Pe'rundnng-Undang~n (Lemb::.rnn ·NEJgar3 Repuhlil< 
\ndonesia T~hun 2004 Nomor · 53, T~:-nbahan Lernbnrnn 
t\je:gara Rcpublik Indonesia Norn or 4389); 

5. l'.Jr1d;:,n9-Und~n9 No1nr1r32 Tahun 2004 tontnr,g Pemerint~han 
D,H11 ah (I. <m1t~.11 i:l:-1 Ncg.:ira f~opul>lik lnuonosia T,;1h1m 200-4 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l'Jomor 443?~; sebagnimana tel~h diubah dengan Un¢ang
Undang l'Jor1for S Tahun 2005 ( Lernharan Negara ~epublik 

• I . . 

lndoncs12., TL1htm -2005 Nornor 108. Tarnbah,m Lcmbw::in 

: j 
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6. Peraturan* Menteri Dalam f-Jegori Nomor 4 Tahun 1993 
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

D ; V7.,;v Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993
' v tentang Bank Perkreditan Rakyat;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah
Nomor' 45 iTahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas

m Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; '

10.' Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
T Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah 
• ;Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
; dan

BUFATI KARANGANYAR 

I MEMUTUSKAN■

Menetapkan: PERATURAN I DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH 
KARANGANYAR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten iKaranganyar;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah: Bupati Karanganyar;

4. Gubernur adaiah Gubernur Jawa Tengah;

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar 
vang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Daerah Karanganyar adalah Bank 
Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya 
maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;

6. Direksi adalah D'roksi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah
Karanganyar; = .

3. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Daerah Karanganyar;

9. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;

10. Penghasilan adalah gaji tambahan dongan tunjangan lainnya;

l . 

1 
J 

. ' j . 
6. P0rnturnn1 Montori Dalurn t~egc:ri Nurnor ,1 TahL,n 1993 

lentang P7rusahaan DGerah Bank Perkr0d1l.Jn RakyBt: 

7 .. f<epLilusci~ Tvlenteri Keuangan Nomor 221 /KMK.017 /1993 
tentang B~nk Perkreditan Rakynt; 

' t 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Oaerah 
:; ,, Nomor 44; Tnhun 2000 Tentang Pedorm,n 0:-ganisasi dcin 
: ;Tata Kerja Perusnhaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; 

9.{/ Keputusari Menteri Dal am Negeri dan Otonorni Daerar, 
'i~),Nom,;,-? 45 ;Tahun 2000 tentang Dlreksi dan Dewan Pengawas 

·/;\,Perusaha~n Daarnh Bank Perkreditan ~~akyat; · · 

1 :>qKoputusari Menteri Dalam Negeri · dan Otonomi Daerah 
Nomor 46 ;Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah 
fBank Perkreditr1n Rakyat. 

' ' i 

Dengan Persetujuan Bersama . . 
.~.. . '. . 

DEWAN PE.RWAKILAM RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

' Menatapkan : 

dan 

BUPATIKARANGANYAR 
' ' 

, l 
' I 

: l MErviUTUSKAN · 
' 

PERATURANl DAERAH TENTANG PERUSAHAAN 
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK 
K.ARANGANYAR. 

I 

, SABI 
\ 

l(ETENTUAN UMUM 
' i 
I ! 

Pasal 1 

C•alam Peraturan Dae rah ini yang dii11aksud dengan : 
I 

1. Dae,ah adalah Kab!1paten fKBranganyar; 

DAERAH 
DAERAH 

'.'' : . . . 

· 2. · Pernerintah D~ernh 2dal~l1 Bupati rlan Pera!lgkat Daer ah S8bagai unsur 
!JSnyelenggarl remorintalia1' Dae rah; 

3. Bupati adalah.Bup2ti Kar80ganyar; 

4. Gubernur addlah Gubernuf Jaw8 Tengah; 

•. 5. · Perus~haan ;:baernh Ba~~ Pmkreditan Rakyat Bank · Dc1erah Karanganyar 
yang s0lanjuthya disingkat rlD. BPR Bank Daerah Karanganyar adalah Bank 

., Perkreditan f~·?kyat milik r;amerintah Daerah yang mod2l,1y.a baik se,uruhny8 · 
maupun 2ebagian rna,·upakan kekayaan daernh yang dipisGh~an; 

6. Di:-eksi adalaY~ [)ircksi PO. '.BPH Bank Daerah Kar-angar1yc),. 

7. Dewan Peng'.3wos adala:h Dewan . Pengawas PD. BPR Bank Daerah 
Karangc1nyar; · l . 

' 1 
9. Pegawai c1dal2h Peg8wai RD BPR Bani< Daernh Karanganya:-; 

. . ' , ,, l . . , -

9. Gaji c1dalc.1h ~aji pol<of, yc1ng ditE-ntul<an dalam dc.Jftar sl<alcl gaji pokok. regm,vai 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar; 

. I 

10. Ponghasilan mlalnh oaji ta:nht,htin ckinunn tunjdno;=:in lt1innya; 
! 

I 
I 

, l I ',11al: ..... 
I 



ll. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan 
korjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung 
jawab dari masing-mas;ng pbjabnt dalam suatu organisasi dengan maksud 
untuk dapat melaksanakan tugas pokok.

j- ' i j  ■ BAB II
j NAMA, LOGO, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

j Pasal 2

(1) PD. BPR Bank Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1979 diubah namanya 
menjadi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

j(2) Logo PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud pada 
i ayat (1) Pasal ini diatur lebihHanjut dengan Peraturan Bupati--

I : I '
: : j Pasal 3

1(1) PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Peraturan Daerah ini berkedudukan di Ibukota Kabupaten Karanganyar.

0  | (2) PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
Pasal ini dapat membuka Kantor Cabang atau Cabang Pembantu dalam 
wilayah Propinsi Jawa Tengah dan membuka Kantor Kas dalam wilayah 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

! : j BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan 
Daerah ini dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi okonomi dengan 
prinsip kehati-hatian. ; ' j ■■

|  -‘T . j j Pasal 5

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk 
membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segaia 
bidang guna meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber 
pendapatan daerah. ;

j

V BAB IV
J j TUGAS DAN USAHA

. ' J Pasal 6
■ ■ i J
PD. BPR Bank : Daerah Karanganyar merupakan salah satu alat kelengkapan 
otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya 
sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan/ - ;
- . ' j -

•, | Pasal 7

Untuk mencapai maksud Idan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Peraturan Daerah ini, PD.j BPR Bank Daerah Karanganyar menyelenggarakan 
usaha-usaha antara lain : j

i
a. Menghimpun dana daii masyarakat dalam bentuk tnbungan dan deposito 

berjangka; j

P a ra f: ....

' I 
' 

: I 

. I 
i 

1. Tata Kerja adalah pembagiah tugas dan kcwajiban, pongaturan lrnbungan 

I 
. kerjasama dari masi;1g-masing komponen dan penggarisan sall.;ran tanggung 
jawal:> .dari m.isin·g-mas:ng pojnb;-it dnlnm suatu or£1cnisa~i dGngan maksud I tmtuk dapat mela~~anal<an turas pokok. 

I . •· / BAB II 
/. NA1'JIA, LOGO, BENTU~ HUl<UM DAN TEMPAT KEDUDUKAN · 

I 
111) 

! {2) 

! (1) 

e I c2) 

/ Pasal 2 

PD. 8PR Bank, r'asar yang dididknn dcngan P0rnturan Oaerah Kabupaten 
Daerah Tingka( II l{arnnganym Nomor 12 Tahun 1979 diubah namanya 

. . . I 

menjadi PD. BPR B,mk Oacrah Kuranganya:-. 
. . <;> . I 

Logo PD. BPFf '.Bank Dae:rnh Ka1anganyar scbagaimana dimaksud p&da 
ayat (1) Pasal ini aiatur lebih1 lanjut dongan Poraturan 8upc1H -.· I . . 

/ Pasal3 

PD. BPR B,mk Dae1ah· l<aranganyar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 
Peraturan Daerah ini her!<.equdukan di lbukota Kabupaten Karanganyar. 

j 

PD. BPR Bank Oaerall Katanganyar sebagairnana dimal<sud pada ayat (1 ) 
Pasal ini dapat membuka Kantor Cabang atau Caba11g Pembantu da!am 
wilayrlh Prorinsi Juwc1 T ~ngnh dan membuka l<antor Kas dalam wilayah 
d2.erah sesuni dengan poraturnn perundang-undangan yang berlah:u. 

. . I 
; /.. BA8 IH 

AZ.AS, MAl{SUD DAN TUJUAN 

i { Pasal 4 .· 

I 

PD. BPR Bank Daerah Karangar.y.Jr s0bc1ge1imai1a dimnksud Pasal 2 Peraturan 
Daerah irii dal:-im monjnlnnkar usahanya borazaskan dcmoklasi okonomi dengan 
prinsip_kehati-hati?n· 

.~. 
. ;; · : j Pas81 5 

PD. BPR Bani< Daernh Karnrg,1r1yar didirikan dengan m.:iksud dan tujuan untuk 
mombanhJ mand9(ong pe:rturtibuhan ekonomi dan pembangunc.1n daerah di segala 
bidang guna meriinokatkan tarnf hid up rnkynt sorta scbagni. salah satu sumber 
penc!apatan daer~ti. ; 

BABIV 
TUGAS DAN USAHA 

Pu~i=ll6 
\. . , I 

PD. BPR Bankt:oacrah Karz.ng;:my.:ir morupakan salah sc:1tl:1 ulat i<elengkapan 
otcn0mi drwr:Jh. di bid::ing kcunngan/pcrbankan dan mcnjnlankan L!sahanya 
sebagai Bank Perkrcditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan: / 

I 
: / . I 

) 
I 

Pasal 7 

Ur,tuk msncapai 1naks11d ldan tujuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Pmaturan Daerph ini, PD./ BPR Bank Oaerah Karanganym menyelenggarakan 
usaha-usaha ant3ra lai;i : i 

i 

a. Menghimpuri dana dc::i'1 i masyarakat dalr.1m bemu_k tnbungan dan deposito 
borjnngka; 1 

Paraf: ..... 



b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha 
golongan ekonomi lemah;

c. Melakukan; kerjasama antar PD. BPR Bank D a e r a h  d a n/atau dengan lembaga 
perbankan atau .keuangan'lainnya;

d. Menjalankan .usaha-usaha perbankan '.lainnya sepanjang .tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V 
MODAL

Pasal b

(1) Modal Dasar PD. BPR Bank'Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diterapkan sebesar Rp.'l5.000.000.000,00 
(lima belas milyar rupiah).

(2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana'dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

! Pasal 9

(1) Modal Disetor PD. BPR Bank Daerah Karanganyar pada saat ditetapkannya
Peraturan Daerah ini sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus 
juta rupiah). j ' ■ '

(2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
hingga terpenuhinya! Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1); Pasai ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 1u

Modal PD. BPK Bank .Daerah Karanoanyar ■ merupakan- kekayaan daerah yang 
dipisahkan. I

j BAB Vi ' -• -
'• KEPENGURUSAN DAN. KERcGAWAIAN

* Bagian. Pertama
- j Direksi

' ' 'vA . ■. s | : . ;. m. k'
A Paragraf 1
■ Pengangkatan Direksi

Pasal 1'i

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dipimpin oleh Direksi yang berjumlah paling 
sedikit 2 -..(dua) orang iaan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur 

Utama.

rus memenuhi persyarata

t' Pasal 12
T  >

(1) Untuk, dapat diangkat menjadi Anggota Direksi h 
umurrfdar, persyaratan khusus.

(2) -- PersyaratarD’umum untuk diangkat menjadi Anggota Direksi sebagaimar
dimaksud paJa ayat (1/ Pasal iiu ^ciaLm sebagai i^OiAui. .

a. Tidak termasuk dalam tiarrar orang tercela 
dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

di bidang perbankan sesuai

PcMcll .

i 

I 

I 
! 

I 
I 
I 

I 
I 

el 
I 

I 
I 
J 

: 

·"-....:'.Z-. -,, -. -_;:....,--1 

b. Memb0ri;.:r:1::.;, krcdi~ dan it-;cd;:11-.:u:.;~:n 1:;e:,-,rnin:tz,n khusu~,r ,:l::i t-2rhadap pengusaha 
gol,:>ngzu~ elrnnc,m1 lemc:1t·.: · 

c. Melakukz.n Jerjasama aht::1r PD. BPi~~ 8.:inl, Dc:,01-.:,h ch:m1ulaL1 dengan lembagn 
pcrbnnkDil n!au lwunngan kiinnya; . 

d. Menjalank91i .ustiha-usa,1a perb.::ink~n. l..:iinny., s~p;,:1r1rwg iidnk bcrt0ntangun 
der,gan p0ratuf2.n pcrundi:1,·19-uncbn[;:.n ya11g berlZil,u. 

. II di\S V 
l'/iOGAL 

(1) Modal Dasar PD. BF·;-:.,: ~3,1nl-: Or:i::rah f<ar::m9::;,·,yar s;::b3gr.im~na dimaksud 
dalarn Pas-:,t '> P<C\ratL1'r;,.1 D··· ----- h ,·, .. ·, d='--,•.-,r••--1·• ,- · b- --· 1· ,-,,p ·1 ~ 000 000 000 00 I . Y ,__ ,;, .,.1 .../dl..:I C..1 I IL~LOt'IHl l ..:,L; .:::,<:i 1, , v. . , 1 

(Jim~ belas milyar rupi6h). 

(2) Peruba!·,~ri Modal Das'or '.:~Ob;Jg~irri:·1na clirn::iksucl µad~i 3y3t (1) Pasal inr diatur 
leb.th lanjut dengan Perz;turnn Dzie:rnh. · · 

. ! 

' 

(1) Modal Disetor PD. Bf;'R Bank Daer3h Karangzinyur f.:>ada saat ditetapkannya 
Peraturan Da0rah ini souosar Rp.8.5OO.OOO.OOO,OO (delopan milyar lima ratus 
juta. rupiah). . / . 

{2) Pem1mbzihar: fvl0d8l Disctor sebi:•g;:iirnrinn dhn.:.ih:sud pad a ayat (1) Pasal ini 
hingg~ tcrp0nuhiny,:) l'i!lod;.il D.:-.s:.:ir sob::19:lirna11.'.i ciirnal--sud dalam Pasal 8 
ayat (.1 )£ Pasai ini ditet::ipkrn1 clcngan Kcputusan Bupati yang dianggarkari 
dalam Angg::iran Pcndapatun d;:in Bclanj.3 Daerah f(abupaten Karanganyar. 

P.:-JSc.,110 

Modal PD. ~3PF;: nan!( p;:ic:r;-:h 1.-::::;i-.::;n9;::,nyur rnerupakan kekayaan daerah yang 
dipisahk:.rn I 

I 

Ea9ian ;:>erta1na 

Di1·cksi 

P,~r,:igraf 1 
Pc:·nr1~ingkatan Dirnks: 

Pasal 1 '1 

PO. BPR Bank D.:ierat\ Karanganym dipimpin oleh Direksi yang berjumlah pc11ing 
. sedikit 2 .{dua) orang I.I d;J~, salah seornng diantaranya diangkat sebagai Dire'--iur 

Utania. ' 

I P~sal12 
i . 

{1) Untuk dapat dic1ng1rnt me:njadi Anggota Oirl::ksi h~1rus rn0rnenuhi pcrsyaratan 
I . I 

umum:dar. porsyar..itan khusus . 
• , I 

(::-:) Persyai'ct~ur,·"umJrn lllltlil, di:ingkat 1ne:njadi f\nqgota ~irel-:si sebagaimana 
din1z;k!·,ud p.:,~.b 2.y.:.t('l) P.~~.:.:.I lr1i ,::d...'lL,:1 ~.:::bz.g;::; bo,·il~ut: 

a ·ndr,k t\")fTWSLifi: ckbrn oa:'rzH orang terci~lr1 di bidang perbankan sesuai 
· d~lig,.rn y:ing ~it0t.:.i;Jkan olol1 C.:.nk lndcil(~Si.J: 

Pwc)f ...... 

i 
! 
! 
i 



b. Mempunyai integritas berdasarkan penilaian Bank Indonesia yang meliputi 
akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan bersedia mengembanykan/melakukan kegiatan usaha 
Bank Perkreditan Rakyat secara sehat;

c. Sehat jasmani dan rohani.

(3) Persyaratan khusus untuk diangkat menjadi Anggota Ditoksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengari nilai rata-rata baik 
atau. keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, 
tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

b. , Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma 
III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana lengkap (S1) di bidang 
ekonomi keuangan atau hukum;

c. Memiliki pengalaman kerja dihidang Perbankan, sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun. Daiam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka 
sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib 
berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 
sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan;

d. Usia Delum melampaui 56 (lima puluh enam) tahun.
■ ' ■. I ' -

Pasal 13

(1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.I
(2) Anggota direksi bertempat tinggal di lompat kedudukan PD. BPR Bank Daerah

Karanganyar. !

: Pasal M

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa 
jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut 
berakhir dapat'diangkat kembali.

(2) Sebelum Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan, terlebih dahulu 
dimintakan pertimbangan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

(3) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasa! ini 
disertai dengan lampiran berupa keterangan/dnta identitas dari calon Anggota 
Direksi yang bersangkutoK berupa :

a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga 
sebagaimana dimaksud ;dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini;

b. Surat Keterangan Liilus Butuh dari Instansi atau lembaga dimana yang 
bersangkutan bekorja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah 
dan atau PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;

c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman
; kerja; ". ;

d. Daftar Ponilaian Polaksanaan Pukorjaan (DP3) dari instansi yang 
bersangkutan-atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, 
disiplin, tanggung jawabpkejujuran dan kepemimpinan.

.. 
t I 

. I 
I 

. l 
b._ Mempu~yai inl8griti,s berdc1sarkan penilaian Bank Indonesia yano meliputi 

akhl'11< ·oar moral yang bail<, mema!uhi peraturz.n perundang-undangan 
yang b~rl_akw dan ~ersedia · mengembangkan/melakukan kegiatan us:3.ha 
Bank Pqrl~roditsn Rakyat !.)Oc:1ra sohat; · 

• i 

c. Sehut j.:1smani dan rohnni. 

(3) Porsyaraian. · khusus untuk diangkat menjadi Anggota Dir o~si s~bagaimar1a 
dimaksuci padu ~YcJ!. (1) .Pasal ini adalah sebagcli b0rikut : 

• I 

a. Da~ar f'enilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir de'1gm1 nilai rata-rata baik 
atr.1u . ket9rangnn dari lnst8nsi Calon yang mcliputi loyulitas, disiplin, 
!ang9ung jawab, k.ejujuran dan kepemimpinan; 

b .. Memiliki la.tar belakaQg poridicii!rnn sekurang-kurp11gnya setingkat Diploma 
·· Ill a tau Sarjann Mutja dan diutamnkan Sarjana lengk:ip (S 1) dt bidang 

el<onomi keuangnn at~u hukum; 

c. Mcmiliki pengalarnari, kcrji::t dibidang Pcrban!rnn, scl<urang-r,urangnya 2 
~dua) tc1hun. Daic1m hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka 
sekurang-~urangnya 50 % (lima puluh person) dari Anggota Direksi wajib 
berpengalamar dalam opernsional bnnk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 
sebagai pejabat di bidi:lng pondanann atau porkrodit.:in; 

\ . 

d. Usia belum molnrnpaui 5G (lirn;:i puluh cnam) tahun. 

· Pasal 13 

(1) Anggota Dir~ksi diutamal<an dari PD. BF-R Bank Oaernh Kar::rnganyar. 
. I 

(2) 1-\nggot.1 diro\;s, bc.Hkn11~)t tinriu.:il di ternpat kodud•.J!wn F>D .. BPR 8::i.nk Oacrah 
Karnnganym; • · \ · 

Pasal 1-1 

(1) Anggota Direl<si d!nngkaLolch Bupati atas usu I Dewan Pcngawas untul~ masa 
jabata.n solan1a-larnanya ~ (emµat) tahun dan sotelah mctsa j8.batan ternebut 
beral<hir dapafdiangl<at 1<9mb1:1li. 

(2) Sebelum K.eputusan ~upati tontang pengnngkatan Anggota Direksi 
sebagaimnn;;f di;11.:il<sud pa.da nyi:lt (1) P.:isal ini ditotapknn, torlebih dahulu 
dimintakan pertimbangan kepmln Pimpinc1nBank lr.dcnesia setempat. 

' . 

(3) Permintaan. per~imbang,rn' scbugaimann dimuksud pada ayat ('2) Pasal ini 
disertni dcngnn lvmpirnn ~eri.1pa katorzingnn/dntn idontit;:i'.; d;Jri cnlon Anggo!a 
Dirnksi yang borsar.gkutti'h borupi:l : 

. \ 

u. Surat Keterangnn · Bt.1pcJti tontang tidak adfi hubungan . keluarga 
sebagDimaria dimaksud :

1
dalsm Pasal 16 ayat (1) Peraturaii D~erah ini; 

I • 

b .. Surat l(otcrnngr.1r1 L.ulus 8utuh d .. 1ri lnston::~i ;1lau lcni~agn dimnna yang 
'\.. bors'1ngkutan bokorja, dpnbila colon berasal dari lu:ir Pom0rintuh Daerah 

dan ntou PD. BPR Bank :.Da0rnh Karanganyar; 
i 

c. Daftar Riw3ynt Hidup lo_ngkap ynng mernuut per.didikan dan pcngaiaman 
kcrja; · 

d. D::-iftar Ponik1bn Polal<snn..i,.111 F>o!wrjoar1 (OP3) d~Hi instunsi yung 
• I 

borsangkutan,•atc1u keternngan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, 
disiplin, tangg'w1g jawab, \kejujuran dqn kepemimpinan. 

I 
i 
l -------\ Parnf: ..... 

I . 
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| (4) Pimpinan Bank Indonesia .setempat berdasarkan data yang ada memberikan 

pertimbangan tentang dapat atau tidak dapatnya Calon Direksi yang diusulkan 
Anggota Direksi untuk diangkat.

(5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia 
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini segera menerbitkan 
Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi.

j  .. : ! Pasal 15
! . . ... ; . . . 1
j (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi- dilantik..d.an. diambil sumpah 

jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.

(2) Setiap pengangkatan Anggota Diieksi PD. BPK Bank Daerah Karanganyar 
diberitahukan .kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal 
Pemerintahan: Umum dbn Otonomi Daerah dan Pimpinan Bank Indonesia

i setempat.

j ,

Pasal 16

(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :'
t

a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk
mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan 
suami/istri; j

b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
j

(2) Anggota Direksi dilarang merangkap sebagai pegawai atau menduduki jabatan 
eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.

(3) Direksi dilarang memberi kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan 
pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

(4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara
langsung maupun tidak jangsung poda PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
atau Bridrui Htikum/peroanr/nn yang dibori kredit oleh PD. BPR Bank Daorah 
Karanganyar; j

! Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Wewenang Direksi 

; Pasal 17

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan koordinasi 
dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar. i

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan satu
kesatuan pimpinan. |

■' f :'j. . Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan
Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi:

i
a. Pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Daerah Karanganyar berdasarkan

• kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
; -i

b. Penetapan kebijakan1 jur.tuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan 
PD. BPR Bank Daerah’ Karanganyar didasarkan pada kebijakan umum yang 
ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

P a ra f:

\ 

(4) Pimpinnn Bank Indonesia :seternp::it bordasarkan data yang ada rnemberikan 
pertimbrtngart',tentGtng dapat c1t::1u tidalc dapatnya Calon Di:clcsi yang diusulkan 
Anggota Direl<si untuk diangl~nt. 

; 

(5) Bupati sotelnh rl')::rncrirn~ partimbangnn dari Pimpinr1n Bank Indonesia 
setempat scbegaimana dirhaksud pada ayat ("-1) Pasctl ini segera menerbitl<an 
Keputusan Bupati trmtang pengangkatan Anggota Direksi. 

I 
1 Pasal 15 

(1 i Sebelum· menjal8nkan tug as. /\nggot8 Dlre!~si dilantlk __ rl_,1n diambil sumpah 
jabstc:in terlabih clnhulu oleh Oupati. · ~--

. I . 

(2) Setiap p~ngangl<atan Anggot.8 Direl<si PD. 8PR Bani< Daerah Karanganyar 
diberi.tahukanJ<epadc.1 Gubernur, Menteri Dalam Negerl up. Direktur Jenderal 
Pemerintahan 

1

: Urn urn dbn Otonomi Dacrnh ci.:in _ Pirnp;nan Bank Indonesia 
setcmpnt. 

Pasal 16 
I • 

(1) Anggota D1rcksi dilnrnng rhernpunyai hubung:m kcluarga de·ngan : · 
I 

a. Ang~ot::i Dircksi lainn1:1n dnlnm liubungan sebag:i! orang tua !ermasuk 
mortua, nrmk t0rrm:1sLik r,1on::rntu, saudma lrnndur.g tcrmasuk :par dan 
suami/i:.5tr.l_; . 

1 

b. Dewan Pe'ngawas dalarii h1.1bungan S5bagai orang tua, anal< dan suami/istri. . 
: ~ I 
. I 

(2) Anggota Direksi dilnrnng ;m0r3ngkap scbagai pegawai atau menduduki jabc!tcin 
r:iksekutif ;.:iada lembaga PiEHb.?lnl<an, porusahac.1n atau lemhaga lainnya. 

(3) Dircksi dilari:1ng momb0ri' lwasn umum kepada pihnl< lain yang mengakibatkan 
pengalihan,>tuga!: ~~f1 wcwonzing t::rnpa batas. 

(4) Anggotn oircksi- tidal< bo!eh mernpunyai kepcntingnn pribudi baik secara 
langsLmg maupun tidnk ;1angsung poda PD. OPR B-anv. Daerah Karanganyar 
::.tau 8:-1dnr1 Hukum/pcroi::n(J,in \'.tnr, dibori kreclit oJc,J, PD. BPR Gani< Daorah 
l<nrnngnnya1. 

Paragrnf 2 
Tugas,'Fungsi dc1,1 Wewenang Direl<.::;i 

Pasal 17 

(1) Dirnksi mempunyai tugas rnc.:nyusL:n rcncana kerja, rnelnl<samllrnn koordinasi 
dan pengawasan terhddap s0luruh lcegiatan operasional PD. BPR Bank 
Oaerah Kmanganym. 

(2) Dir0ksi s_cbagc.1im.:1na dirn;:11.:sud pnda ayat ('I) Pnsal · ini merup,,kan satu 
kesatuan pimpinar1. 

. P.:isal 18 

Untuk melaksanakari tuga~ sebngaimnna dirr1aksud dalam Pasal 1 i' Peraturan 
Daerah ini, Direksi mompunyai fungsi : 

I 

a. Pelaksanm,ri mnnaj~rn?n PD. BPR Bani< ·oaerah Karanganyar bcrd;:.1sarkan 
. kebija!<an -~mun~ -yany d,itot.:ipkan olcl1 uov!tan Pcng~w.:ls; · _ 

. I ' 

b. Penetaj)an kebijnlmn juntul< meli.1k~anakan pengurusan dan pengo!olaan 
PD .. BPR. Bnnk Oacra~ K::lranganym didasarkan pada k0bijakan um urn yang 
di{etapkanfoleh Dt:wnn ,PE:ng::iwas; 

! 

Paruf: ..... 
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c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar meliputi kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, 
keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan yang disampaikan kepada 
Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

d. Penyusunan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan kegiatan PD. BPR 
Bank Daerah Karanganyar setiap 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan
kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

e. Menyusun L.aporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan 
Laba/Rugi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dan disampaikan . kepada 
Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

T/V; ' - ' v  .'-'T • Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang i:

a. Mengurus kokayaan PD. BPR Bank' Daerah Karanganyar;

b. Mewakili PD. BPR Bank Daerah Karanganyar di dalam dan di luar Pengadilan;

c. Mengangkat ,dan memberhentikan pegawai PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi 
dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

d. Menetapkan1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar dongan persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan 
dari Dewan Pengawas; m

e. Apabila dipandang perlu dapat monunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk 
mewakili PD BPR Bank Daerah Karanganyar sebagaimana dimaksud huruf b 
Pasal ini;

f. Membuka Kanlor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
persetujuan Bupat; atas pertimbangan Dewan Pengawas;

g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan'atau mbfe-paskan hak 
.atas barang .milik PD. BPR Bank Daerah Karanganyar berdasarkan

■ persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h. Menggadaikan br.iang-barang m i i i k PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

s : / i;'/' •• ;■ ./T- ■ I j- Pasal 20 "■

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung-jawab 
kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani
, ■ oleh Direktur Utama dan DirekLur.

Pasal 21

(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan 
koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan 
pengendalian atas Biro/Bagian.

(2) . Direktur mempunyai tugas ..-melakukan, pembinaan dan pengendalian atas
Birc/Bagian.;, „ ; i

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal
ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam 
Peraturan Direksi. V

e.· 

,_ 

c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Ang Saran. PD. BPR Bank Daerah 
Kar~.rnganym rnelipu!i kebij~kan dibidar,g orgunisasi, perencanaan, perkreditan, 
keuangan, kep_egzwaian,' 1;1murn dan p0ngawasan yang disampaikan kepada 
Bupati mclalui Dcvvan Pcngawr1s untuk mendapa~knn penges=1han; -

I . 

d. Penyusunan Lz.pomn Por,h.it·..jngnn H.:isil Usaha Berkzila d3,1 kegiatan PO. BPR 

Bank Daerah Karanganytjr sctiap 3 (tiga) bulan sekali y3ng disampaikan 
kepada Buµ2ti melnlui :Je½'.nr. Pengawas; 

~- Menyusu;i L.aporan TahLinan yc1ng terdiri atas -Nerar;a -:Jan Perhitungan 
Li:1ba/Rugi PD. BPR f3zmk D<.lornh Kmanganyc1r dan disampailrnn _ kepada 
Bupati me:alui Dewan Pcngnwws untul< rncndaµut pengcs.:1h;:in. 

Pasal ·19 

Dire!<si mempunyni wewc r:ang 

1. 

b. 

C. 

d. 

Monnurus kokay,1;111 f'D. [_H:)f;~ [l;rnk !l;J0.r,1h K,1ri1nrFrny~u·;. 

Mewakili PD. BPF<. r3:rnl< D.:wr;::ih l(aranganynr di clalan1 cl;:u1 di lunr PengJdilan; 

Mengangkot :-,dan meni~erhentikan pegawai PD. - BPR Bank DaP-rah 

Karanganyar b.:~rcjnsarkan pcmturnn l<cpogawaian yang ditctapkan oleh Dirnksi 
d~ngnn pmsctC1juar, Bupnti melalui Dewan Pengaw.:is; 

M1;1n0tapkan·: $\.is'..trian Or~anis.1si clan Tnta V-erja PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar)'.fengan persetuJlt<1n Bupati setelah mendapatkzin pertimbangan 

• - ' l" -I dan Dewan Pongawas; . ! - -. . __ 

0. Apncikl dipahdang perlu ~Zlp,1t monunjul< S€Scorang ku.:,~a -atau lcbih untuk 
mcwakili PD '13Pf" 8i:lnk Oacr~~l1 K::ir"rngc:rny;:ir scb;:ig::iimzin~ dim~ksud huruf b 
?asal ini; -_, - · - · 

f. Mcrnbuka t<an!or C.ibang, :C8barig Pornlx.ntu, l<nntor K"s ~1t::1L.: Unit Pelayanan 
be:-dasc.1rkan · pcrnturan 1 ! r-·erundang-unciangan yc1r.g bcrlaku denga!l 
persutujUfln B.upat; ~tas pertirnlxrngan 08wan Pcngnwas; 

g. Membeli, · mcnjui11 atau dchg::in' c.:irn lain mendaratl<an-·.J1uu m~--is}:an hak · 
·_ atas bnrnng .- milik PD. I 8PR 8:rnlc Daerah Karangnnyn; t.Jerdasarkan · 

persetujuan G_upati zitas pertirnbangan Dewan Pengawas; 
, . ' ~ 

h. Mengg3dnil<2n bL:r ang-barang rniiil< PD. BPR Banf< D::icrnh Karanganyar 
berdnsmkan persclujuan ,s;upc1ti c1t..:is pertimbangan Dewc)n Pongawas. 

: l 
. ' 
i I 
C ! 
. l 

(1) Clireksi dal8m mclaksanakbr-; tug as, fungsi dan wcwenung bertanggung-jawnb 
, I - -

lrnpada Bupati melalui Dewan Pongawas. 
' I ; • 

(2) Pertanggungja,waban Dir~ksi dilakul<ar, secara tenulis yring ditandatangani 
0leh Diroktur Utam~ dan DirnkluL 

: l 
: I 

i 
. l 

-Pz.isal 21 

(1) Direktur LJtama rnempuriyai · tugas menyelenggarakan perencanean _ dan 

lcoordinasi dalam pelaksar.a::m tug;:is Direksi serta melc!kulcan pem!Jinaan dan 
pengend2linn atas Biro/Baginn. 

1 l 

(2) Dircktur mcll)pllny::li tugcis !nc:l;:ilrnkc111 pcmbinmrn d;rn pongcndnlian ntas 
Biro/Belgian.,;, • ··" • l . - _ · 

,::- - ; I , -
(3) Dalam rnelal<s,anal<an tuga:s scb,.1gairnana dima!<sud aynt (1) dnn ayat (2) Pasal 

ini, mas·i;-ig-:(Tl~sing Dirnksi n1ompunyai kewom.rngan yang d:atur dalarn 
Perntur~n Df(oksi. \! 

i 
' I 

.1· f:,,:I J ·. 

Paraf: ..... 



(4) Apabila semua Anggota Djibksi tidak berada di tompat/berhalangen sementara, 
maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang 
Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam 
Keputusan Dewan Pengawas.

(5) Direksi dapat mengadakan kerja sama.dengan pihak lain dalam upaya 
pengembangan PD BPR Bank Daerah Karanganyar.

> i Paragraf 3
Pemberhentian Direksi

u  Pasal 22

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

a. Masa jabatan berakhir; i

b. Meninggal dunia i

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

a. Permintaan sendiri; i i

^  b. Melakukan tindakan yangimerugikan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar:

c. Melakukan tindakan atau .bersikap yang bertentangan dengan kepentingan 
Daerah atau,Negaia; : ;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia ticiak dapat melaksanakan tugasnya
secara wajar. i

M Pasal 23

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 22 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati 
atas usul Dewan Pengawas.

(2) Bupati memberitahukan : i secara tertulis pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan 
disertai alasan-alasannya. : i ■

-- ; - - - jjp i Pasal 24 ^

^ ( 1 )  Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 
pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang 
dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan 
diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

(2) Apabila dalam' waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini Dewan Pengawas belum 
melakukan persidangan, :.maka Keputusan Pemberhentian Sementara

a. sebagaimana dimaksud pada ayat (T) Pasal ini dicabut dan Anggota Direksi 
yang bersangkutan dapat ; melaksanakan tugas kembali sebagaimana 
mestinya. ; t

(3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota 
Direksi yang bersangkutan tidak hadir taripa alasan yang sah, maka yang 
bersangkutan dianggap menerima keputusan yang'ditetapkan oleh Dewan 
Pengawas.

(4) Keputusan Dewan Pengawas; sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasak ini 
ditegapkan dengan KcputusamBupati.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi rtn'eruprtks^indak 
pidana,-maka yang-bersangkutan diberhentikan tidak dongan hormat,

I 
l 

I 
(4) Apabila scmun Anggota Dir9l,:.;; tid,1k borndi'.l di tompat/lx·rh.:ilnng .. in somentarn, 

maka KctL!a Dow::rn Penga~vas scg()rn rnonunJul, scor::ing. ata;.i 2 (dua) orang 
Kepala Bagiail sobagai p'.ela~sana tugas Direksi yc1ng dituangkan dalam 
Keputusan Dewan F'engmvas. 

(5) Direi<si dapat mengadakn~ h:erj~i s::ir.113 . d·?ng:rn ;:-ih~.f-: !~in (.fal;:un t.1r::1y~ 
pengcmbc:r.g,:m PD BPR B~.1k O;:ier .. 1 h Kar;;1ng:1nyar. 

'·1 
l j 

. \ Paragraf 3 
Pernberhentian Direl<si 

. i Pasal 22 
l 

(1) Arggota Dircl(si borl1cnti l<ar~11.J: 
• I a. Masajabatan borakhir; . 1 
: : 

I 

b. Meninggal duria l 
• . l . 

(2) /\nggota ni,ci,si cl:.1pc1t ciibcrl)ontilc~rn 010.h Bup~1li kz:ircn~i : 

:i. Pcrrnintann s~\'1c!1ri; ; I 
b. Melalculcan tir:d,nkan yang !m6rugikan PD. BPRBank Daorah Karanganyar: 

;·-~~ ' . 

c. Melakul~cm ticidakan a tau l bcrsi!rnp yang bertenta:.gan d8ngan !<8p?-ntingan 
. ' ''.: ; ' . 

D.:iern~1 at.:1u ,Ncc,;:11 a; ! 
. ' ;-~,-.-:''~:... \ j 

J. Scsuatu hul /y_zir,g mcng~ldbutknn i.:i ticiak dap::it 111clalcszin3kan tugasnya 
secara wajar /; t . . 

Pasal :?3 

(1) Anggota Direksi ya rig dlCJuga mclakukan pe~buatan sebc1gaim3na dimaksud 
daiam Pasnl 22 ny;;il (2) huru~· b, c cL:in d diberh,:Jntilrnn s::rn1ent::ira 0leh 8 1Jp::iti 
atas usu I Dewan Pcngawas. r 

(2) Bupati mernberituhulrnn : ! sccarn tcI tulis pemberhcntinn sementr.irn 
scba8aimana dima!,sud pudi.1 ay.:1t (1) Pasal ini kcpada yi"lng t-0rsc::ingkutan 
discrtni c1!Jsan-nlasannya. •· 

1 

P .. 1~; .. 11 2L1 

ttc1) Sc.:larnbat-lambatnya 30 (ti~Ji.~ puluh) hari kal0nder terhiturrg !:>E:jni< tanggal 
p8mberhentbn sAm..;ntam., Qowon Pong3was suduh melakukan sidang yar,g 
dihadiri oleh Anggotr.1 Dirn~,si untuk menetapkan apnkah yang bersangkutan 

I . 

diberhentil<an .:1tc1u clirehnbilifosi kcmbaii. 
' ) 

(2) Aµabilo dnln;r1: wdlclLJ 30 (tida puluh) hmi i,;:ilondor ~~GbaJ3iman'.1 dimaksud 
dalam Pasal 23 ay;:it (1) lf(}ri:.ltur.:1.n Daornh ini Downn. i.:>0ngawas bolum 
mek1kuk.1n porsid .. 111gan, · ir1.:ika Kcputus.:;n • Pc;1;borhcntian Sementara 

,, sobagaimana dimnks•-1ci pada ayut (1) Pasal i11i dicabut dcin Anggota Direksi . 
yang· be;·s:rngkulnn dapat l rnolaksanakan tug as lcem!Jali s0bag::iirnana 
mostiny::i. · 

(3) Apablla dalam sid,ong sebag;J'imana dimaksud pad a ayat (1) Pa3al ini Anggota 
_Direksi yang bersangkutan 'tldak hadir tan pa 2lasa11 yang sah, maka yang 

\ '. bersangkutan diangg_c)p men
1
erimo. keputusan ya;ig "ditet::ipkan oleh Dewan 

Pongawas. · · I 
t·_ : ] . ., 

('1) Kcputusnn Dew~(, Pongnwnsl sebagL1im.:inn dim~1!,sud p.:ida ayat t?.) Pasal ini 
ditetcipkan dengah f<cputusanlBupnti. . · . ..; ., . , I . . . . 

(5) Apabila perbuat~I1 ynng dilakukan oloh anggota Dircksi ·ri1erupa~ti.ridak 
•. . . I 

p1d;ma, makn yar:ig. bcrsangku~;:in cliborhcntik::rn tid;ik dnne;;111 horn,~,t. · 

: I 
1 Paraf: ..... 



(1) Anggota Direksi yang diberhentikan selomba;
kalender terhitung sejak tanggal

lambatnya i b (lima belas) hari
iconmanya Keputusan Bupati tentang

Pemberhentian dapat mengnjuhun keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender tol'hitung^-ejok tanggal 
diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini, Bupati harus mengambil kepuiusan menerima atau menolak 
permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) liari kalender sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal t mi Bupati belum mengambil Keputusan terhadap 
permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian 
dicabut dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali 
sebagaimana mestinya.i *

i Bagian Kedua 
I Dewan Pengawas

■̂■■i... Paragraf 1 \
Pengangkatan Dewan Pengawas

■■i. J.. Pasal 26 - -
' ■ .-■ . P .p j . ■' ’ ■ ■'■■ • '■'';■

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.

(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama- 
lamanya 3 (tiga) tahun cian dapat diangkat kembali setelah masa jabatan 
tersebut berakhir. i

(3) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Bank Indonesia.

(4; Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan 
sebagai oerikut.: i

a. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (D TL) sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. menurut penilaian Bank Indonesia.yang bersangkutan memiliki integritas,
antara Ini n : i

1) . memiliki akhlak dan moral yang baik;
2) . mematuhi peraturan perunaang-undangan yang berlaku;
3) . bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR

Bank DaerahsKaranganyar secara sehat.

c. sehat jasmani dan rohani.

(5) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank 
Daerah Karanganyar.

(6) Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewari Pengawas.

(7) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

· P.Js:tl 25 

Anggota Dirc'!(_si yung ~\ber11cntiki..in scl.:1mb8t-l.::Hnb;:_itny,~ i 5 _ (lima betas) hari. 
~alendo~· te~·h,tung soj~k Lrng0~11 ditar;niz.ny.:i l,e:puLus.:in Bup6ti tent3ng 
Pcrnbern,mt1r1n cfopat rnc~n! pju1•;:1ri l'-t:l 11::r~1tan ::.1..,c~·1f.::i tDrlulis l,cpada Bupati. 

I l 
! 

(2) ~-ela,mtat-lambat:1ya 60/ \enarn pu!uh) hari i(.::dcnc!cr-tc·frhitbn~::-i_k tanygal 
a1tenmany::.1 P-~rmohon2ip k::be:rdtan scbagair;1ana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini, ;Supoti harL!S n1i::llfJi:1rnbil kcputusc:in n,ene:rim:1 at.:iu rnenobk 
permohona(l keb..;}rnt~n ciirnaksud. 

~ ~ l -

(3) Apabila dal~rn w,;1 1<tu 69 (en;:-tm puluh) hari l.:i.1l011dor sdx.igaimana dimaksud 
padr1. ayc1qJ2) Pasal I ini Bupmi bclum mcngambil kcputusan tcrhadap 
perrnohona'fr keberatar1, makn Keputusan Bup.:iti tentang Pemberhentian · 

• . ';, ' t 

drcabut dc:ih yang q0rsc1ngkutz1n dapat · melalcsan~kan tugas kembali 
sebagain !an.:i n 1estinyn. f 

, ·•:: ,, • I 

I 
r 

8agian Kedua 
Dewan P2ngawas 

, 
1 

· · P,1tag,·af 1 

Perig.:mgl,atan D0:w.:m P-.::nq.:.\i\r::1s 
1 ~ --

.. 1 · Pasa: 26 ·· 

(1) Angyota Devvar. '.:~2n~a\v2.s terdiri atas sel,ur,:rng-lcLrangnya 2 (dua) orang dan 
sebanyak-ban}.,ak11ya 3; (tiga) orang, s.:11.Jh snor;::mg ditunjuk sebngai Ketua. 

(2) Anggota Dewan Pen9~vv.:is cliangk::it olch flupati untuk rnasa jabatan selamn
lQrnanya 3 (i:lga) tahL\n d.:ti, dapat di:rngl,.~t l"'emba:i se~elah masa jz.batan 
terset;ut berakhir. · I 

I . 

(3) Prus~s pengangk::1tan ;An!-,JgOt.J Dewan PengDW<.1'3 dilaksanakan sesuai dengan 

Paraturan Bani·( lndoncsiZL 
' i 

t 4) Untu'< dap.at dlarigkat ;Y1G1~ji.1di Dewan Pengewas haru::, rnemenuhi persyaratan 
sebagaioarikut: · 

a. tidal< terma~uk da!am Daftur Tidak Lulus (DTL) sesuai dengan yang 
d;tatapkari oleh Bcink lncloncsia; 

. . ' ' , 
b. menur;.1t penilaiari Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, 

antara lr1in : 

1 ). rnernl:iki akhli1!, dan rnor:::il y.:rng baik; 

2). ;ri'~cmatuhi peraturan perundang-undan£FH1 yang berlaku; 
'"f . . 

3). Hersediu rne?gernb.:mgkrm dan melaku:<an kegiatan usaha PD. t3PR 
.Ba,,k Daerah/ f<arc1ng::H1yzir socara sotrnt. 

c, soh:rit j .. ,sni:1ni d3~1 roh:.ini. 

(5) Anggotapowal" Penbm.-as diutarnakan bE;rtempat tinggal di wilayah kerja Bank 

DaNah '.<.aranganyar!. · 
,. I 

(6) Bupntr'tidai boleh m~nji:1di r<ctu~:./A,1ggota Oi2wan Pcngawas .. 

(7) Bupa~imenunjuk pej,~bat untul, rnenjadd(etua/Anggota Dewan Pengawas. 
- . I 

•. l 

I 
Paraf: ..... 



P a s a l  2 7

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mompunyai hubungan keluarga dengan :

a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua
termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar ■ 
dan suami/istri; n

b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.

(2) Anggota Dewan Pengawas ;dari Diroksi i yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyesuaikan selambat- 
lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

(3) Anggota Dewan. Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik
langsung maupun iidak langsung pada PD BPR Bank Daerah Karanganyar 
atau Badan Hukum/Pororangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Daerah 
Karanganyar. M

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

^  Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan 
pengawasan, pengendalian dan i pembinaan terhadap PD. BPR Bank. Daerah 
Karanganyar. i i

W '}Av.;T .y' ■ | Pasal 29 u . Vh 'h 'vK-m  '

(1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dowan Pengawas mengandung pengertian 
pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan 
ke dalam tanpa menguinngi kewenangan pengawasan dari instansi 
Pengawasan di luar PD. BPRi Rank Daerah Karanganyar.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam 
bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat fJ )  Pasal ini dilakukan dalam 
bontuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Daerah

9  Karanganyar.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan
cara :■■■■■■■■■ m ■

a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

b. Sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

.'"A ; ! Pasal 30

Untuk molaKsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dewan 
Pengawas mempunyai fungsi : r s

a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bauk Daerah 
Karanganyar;

b. Pelaksanaan pengawasan atas- pengurusan PD. BPR Bank Daerah
Karanganyar; . ’ i

c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Daerah
Karanganyar; j

d. Pembinaan dan pengembangan'PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

,' 

Pns.:d 27 

(1) Anggota Dcw:::in l~;°nRawas djlarnng rnompunyaI hubungur. koluarga dong an·: 
{ ' . 

a. Anggotn Dcw~rn Pengnvmi~ kiinnya dalarn hubungnn sebagai orang tua 
tormasuk mortu:.:i, nnaktdrrnnsuk rn0nantu, saudara l<.:rndung t&rmasuk ipar 
dCAn suami/istri; · · 

b. Anggota Dirnl<si dalam hubungnn sobuQ!-]i orang tu.:i, :,,nak dan sunmi/istri. 

(2) A'."lggota Dliwan Pongawas dan, Diroksi, yang tidak mcm0nuhi pcrsyaratan 
, s0bngaimnm1 dirn~il<::iLld pc1dD oyat (1) Pasv! ini wajib mony,~suai!-;,:m se!ambat

lambatnya 1 (sat,L!) tahun seja:k tzinggal berlnkur,ya Pcrntur::rn Daorah ini. 

(3) Anggota Dewan: pcngawas. t!di:ik, b0loh rnempunyai k13penti,,gcrn pribc1di baik· 
langsung maupµn iidak lang'sung pnda PO BPR 8::ink Daeruh l(ar:mganyar 
atnu Ba'ctan Hul41m/P0rorangtrn y,rng diberi kredit oleh PD BPR f3ank Oaerah 

· Kc1rangnnyar. ,,. r 
:- •,v' 

n·:,,i.,, 

::: . Paranraf 2 
Tugas, Fung3j,}fJewenang:dan Tanggung Jawab. Dewa:-1 Pengawas 

- , __ ' ! ( 

Pase\! 2B ;. .·ii .!. ' . . .! 
Dewan Pe'1gawas rnc•npt1ny21i tLl£J:::is mcnotapknn l<cbijakan umL1m, melaks3nnkan 
p0ngawasnn, p0ngcndalian d8n \ p0mbinaan terhvdap PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar. ! 

1 ~ 

l ~"'.)a~,::11 29 
i 

(1 ) Pengawasr.ri" y.:i.119 clilokul<un Lich Downn Pengnwns rnongandung pcngertian 
p1.mg0nda!ian· d,::m pornbinaan torhadap cam p0ny0longg3r.::ian tugas Direksi. 

(~) Pcngawa::;nn 3rdngaimana diin..:1k~:;ud pad.1 ayat (1) n~oru;x1kRn pongawasan 
· ke; do.lam to.np~ rnenguI zi1:1gi lrnwenangnn µ0ng2wasan dnri instansi 

Pcng::.w.:is.:in di luur PD. BPf-~ Et,1nk Daor;:ih 1-<mangriny:ir. ..____ __ 

(3) Pengcndc1lian seh89:::iimc1na diln._1ksud pad a ayat (1) Pasal i11i dilal<u'rnn dalc.1m 
bentuk po~unjuk dtrn pcngsrnt1~n kcpada Diroksi clalam polaksanaa11 tu9as . 

• i 

(4) Pembinaan :.;cb3ghim;_i;1a din1~d,sucf p<1da ;:iyat 1, 1) Pasal ini dilakukan dalam 
bontuk :neningl«:itk;:in dan monj;:iaa l<:olangsungan PD. Br..)R Ban~ Da1:1ra~ 
Knranganyar. · · · 

(5) Peng8wasan seb~g.::dmana dir~aksud pad a ayat ('I) Pasal in: dilc'ikukan dengan 
cara: ; 

. a. Periodik sesua: dongan jadla1 yang telah ditentukan; 

b. Sewaktu~waictu iJ!la di~ancli.rng pcrlu. 
, . . , l , 

Pasal30 
' • .,;.,. f t 

lJntuf< · molciKsnnalrnri": tugas sclm'gQimnn;i dimaksud dalnrn Pasat 28 Dewan 
Peng awns mernpuny~(fungsi : ' \ . 

->\{,- :, ~ .·' . 

a. Penyusunc\n tata':,1-:ara pengav.'D;:,,:m dan pengelolaan PD. BPR B2nk Daorah .. -, - . I 
Karanganynr; _ ; 

I 

b. , Polal<s,rn::-ian _ per,1gawnsc.:n .+:1s pongurusan · PD.· BPI~ Bank Daer ah 

f<aranganyar;. ..,,,~ , : \ , 

c. Penctapan kebij~Jl(s;:uic:ian unggnran dan kcu3r1g8n PD BPR B,,nk Daer3h 
Kmanganyar; I 

' ! 
d. Pembinnan d8n prbnf)cmbrrngcin1 PD. BPR f:b:-11< Dc1cr;:it·, !<nranDanyar. 

P3raf: ..... , 



Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

a. Menyampaikan Rencana Kerjn Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Daerah 
Karanganyar kepada Bupati untuk mendapatkan pongosahan;

b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan kepada Direksi 
untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada 
Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar.

d. Meminta keterangan kepada direksi mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank-Daerah Karanganyar;'

o. Mengusulkan Pemberhentian Sementara Anggota Direksi kepada Bupati;

f. Menunjuk seorang atau beberapa ahliuntuk melaksanakan tugas tertentu'atas 
biaya PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

: : ? Pasal 32

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang 
bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang 
ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

> ■ : ; i Pasal 33

Apabila dipandang perlu. Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas
untuk kelancaran tugas atas biaya PD. BPR Bank Daorah Karanganyar.

Paragraf 3
i Pemberhentian Dewan Pengawas 

' S Pasal 34
j

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : - 

a. Masa jabatannya berakhir;

. b. Meninggal dunia j

(2) Anggcta Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :

a. Permintaan sendiri; {

b Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;

c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan
Daerah atau Negara; | '

. V.;
d. Alih tugas/jnbatan; :

e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
secara wajar.

Pasal 3bi

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, c dan e diberhentikan sementara 
oleh Bupati. i .

P a ra f:

:=>n:-~n! 3·1 

D0wan PcngaWi:.1S mompunyn:i wcwcnang : 
·•·••· I ' ·, 

n. Monynmpailrnn Rr.:ri:;,·.ma l<c-rj;1 T.illun::rn dnn Annc:iran PD. BPR B:rnk Daornh 
. Karangnnym kopada Buphti unLuk n ,ondupatl-~~n :)ongosahan; 

b. Moneliti Neraca dzrn Perh_itungan LRba/Rugi yang disampnikan kepada Direksi 
untul< mendapntkan pe:mg?sohnn Bupc.1ti; 

c. Memberikan ;,pertimbnngan dari snrnn, bnilc dimintc1 ;:.tau tirfak cJirr.inta kepacia 
Bupati u:ituk pcrlinika~ dnn pcngcr:1bangan PD. BPR Bani< Oaerah 
Karanganyar::, : 

d. Meminta ke:rerang::in kcjJud3 diroksi mcngenai hal-hal yang berhubun.gan 
dong:;in pongurusnn cli:in ~on£jL:lol;.1a11 PD. BPR B::mk· Dilc•rnh l<uranganyar; · 

L,.;,:Y'i_,•: I ' 

c. Mcngusulk~lr, Pcml)orhcn;ti~1n Somcntm.J Anggotci Direlcsi kcp::idn Bupat1; 

f. Monunjuk s~9,rang atm, bebcrnpa ahli. untul< melalcsam!l<:rm tu gas tertentu atas 
binyc1 PD. BP~ Banl,Daorah l<c1rnngnnyai. 

Pasal :12 

(1) Dewan Pf:ngawns dalam mclaksnnnlcan tugas; fung~·.i dnn WC:Jwenang 
bertnnggung-jawDb !<epr:1cia Bupnti. 

(2) Pcrtanggungjaw8b~1n D?wun · Pcngnwas dibl<uknn secara tertuHs yang 
d;tandatangani oleh Ketun Dewan Pongawns. 

. i Ii p-,.--,1 -~3 
' i {.\~)\..l V 

Ap~bila drpandang pcrlu. BL!pnti clr:p::it rnambontulc Sckrct::irii:it Oow8n Pengnwas 
untul< kelnncnran tug~,~:; ::1tDs qiaya PO. or.JR Bank D::1orah f<aranganyar. 

Par,,graf 3 
P2n,b'crhe11k:in Dewan Pengawas 

Pasal34 

(1) Anggcna Dewan Peng:.:iwtjs berhonti kmena: 

. _ - a. Masa jabatannya bcr0khir; 

_ b. Meninggnl dunit1 

(~) Anggcta Dew:m Pe110:Jw~s clapat rlilJcrhentilrnn oloh Bupati, karena : 
l 

a. Permintaan sendiri; : 

b Melnkul<,~:n tindakan yang rnorugikan PD. BPR Bank Pc:crah l<aranga.nyar; 
• I 

C. Mel~kuk,nn tindak::in :atc:iu s;lcap yang berfontangan den~an kepentingan 
Daerahatau Negara; 

'i ;: --
rl. Alih tiJgas/jr1cat,rn; 

e. Sesu::1tu .: hal yang mengcilcibat!<an tidc;il( dapat mela!<sanal<an tugasnya 
secara ylajar. 

l 
! 

(1) Anggota Dewan Pengaw'.as yang diduga ni0lakulrnn per~uatan sebagaimana 
dimaksud da!an-1 Pasc1.I 3:4 2yc1t (2) huruf b, c dan ·e ct,berhentikan sementar3 
oleh Bup2ti. 

-------
I 

: i 
\ 
' ' . Parnf: ..... 



I

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kopada yang bersangkutan 
disertai alasan-alasannya. |

i Pasal 36

(1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 
pemberhentian'sementara,; Bupati sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri 
oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apaka'h yang berangkutan 
diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

(2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35; ayat (1) Peraturan Daerah ini Bupati belum melaksanakan 
rapat, maka Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1): Pasal ini: dicabut dan Anggota Dewan Pengawas yang 
b o rs a n g ku ta nd  ap a t melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

(3) Apabila dalam' rapat sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota 
dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan 
dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.

(4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

. ‘ . I ■ Pasal 37 1

(1) Anggota Dewan Pengawas vang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Bupati 
tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
Bupati.. |

(2) Selambat-.iambatnya 60; (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan; keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan 
menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu CO (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud 
paua ayat (2) Pasal im Bupati belum mengambil kopulusau, maka Keputusan 
Bupati, tentang Pemberhentian dicabut dan yang bersangkutan dapat 
melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

? i j Bagian Ketiga
Kepegawaian dan Penghasilan

j Pasal 38 •

Ketentuan tentang Kepegawaian PD. BPR Bank Daerah Karanganyar diatur oieh
Direksi dengan .persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ceriaku.

b! Pasal 39

(1) Penghasilan Direksi danjDewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas biaya 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

(2) Peraturan Gaji Pegawai j ditetapkan oieh Direksi dengan persetujuan Bupati 
atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan..porundang- 
undangan yang berlaku. :

Parat

(2) Bupnti rnemberitnhukan socara tertulis per.nbcrhentian sementara 
scbagairm:mn clim;.1l·"sud 1::>ad;:1 .:iyat (1) ras::il 111i. kopzida ;Jcmg bersanalrntan 
ctisertni ala'5an-a!<.1s::1nny2.. / 

Pnsnl 36 

(1) Selambat-lamb6tnya 30 (lioa puluh) hmi kalendcr tcrhitung sejak tanggc!I 
pemberhentian: sementara,: Bupati sudah melaksanakan Rapat yang dihaciiri 
oleh Anggotn Dewan 'reng~was unt~ik mcnotaplmn npnk,in y.:mg ~n_gkutan 
diborhentikan yt_ou dirohabilitasi kornbali. 

i 

(2) Apabila dalam'.cwnktu 30. (tigo puluh) hari kzilcnder sebsigaimana dimaksud 
dulam Pasal ~5; .wat (1)' periituran Oaorah ini Bupati belum melaks~nakan 
rapat, mnka ~eputusan Pemberhontian Sernentara sebagaim.:ma dimaksud 

· pad a ayat (1): Pnsnl inL dic~but dan Anggota Dowan Pengawas yang 
l.>crsangkutnn(dL~·pat rnclalc~::.rni.~kan tuga:;; lwrnb~1li sabzig::.,imano rnc!:itinya. 

(3) Apabila daloml
11rapat sobabimana dimaksud pada aym: (1) Pascll ini Anggota 

d0wan Penga'fclS yang brrs~rngkutan tid:ik h~dir, niaka yang bers~ngkutan 
dianggap monerim::i keput½IS~rn yang ditctaP,lcan dalam· ra;-1c1t. , I ., I 

• (4) l<eputusan ra1Sat scbagniry,unri dimaksud pada aynt (3) Pasal ini jitetapl,an 
w dengan Koputus;:m :3upntiJ 

Pnsal 371 

(1) Anggotr.1 Ocwnri Pengawa
1

s y:ing diberhentil<an, solarnbat-1.:imb~tnya 15 (lima 
belas) h~ui knlendor terh1tung sejak tanggal diterirnanya Keputl!san Bupati 
tentang F-'A.rnberhentian, dapr.'i: meng::ljukan keberntan secara tertu!is kepada 
Bupati.. . .·-· i j " 

·. I . , . 

(2) SQlambat-:iambatnya 60: (e,,am puluh) tiari kaionder to1hitung s0jak tanggal 
d:t0rimanya po'.·mohom111 keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan 
nienerirr,.:1 ntau mcnol3k perrnohom1n kcberatan dim.Jks..1d. 

(3) Apnbiln di"lk1;n vmkt:1 Gl1 (onnrn puluh) hnri 1<310.nclcr scr.1agairnana dimaksud · 
p;:.iui.:l ay.:1t (2) r.:a::. .. il i11i B~1p,1li l;ulurn 111u11g .. uni.Jil h:opulu:..;.111, mal,~ ~<opuhi~),rn 
Bupati. tcnt::ing !:,8:nborhcntian dicabut dan . yang borsnngl(utnn dapF.it 
melaks::ina~:a11 tug::1s l<em~ali seb8gaimana mestlnya. 

tit . ! , ! I El~igi::111 1-<etiga 

~<er.'e~riw.ii::rn d.:rn Penyh.:1silan 

Pasnl 38 · 
. I 

Ke!entuan tentang f< cp0gc:1wqian PD. BPR Bank Dc10rah Karangan)'ar diatur oieh 
Diraksi dengan ,persetujuan Bupc1ti atos pertimbongan Dewan Pengawas sesuai 
dengan ketentu~n:p8:·::ituran perundang-undangan yang oerlaku. 

Pasnl39 

(1) Pengl·,c1s1lan' Oireksi dan Dcwnn Pcng;:,wns ditetapknn olch Bupati ntc1s b·iaya 
~D. BPR Bank Dnorah f<arar.ganyar . 

• ,, 1 
' ' 

(2) Peraturar, Gajl PegQwai / ditdnpkan oleh .Direksi deng2n pers0t1.Jjuan Bupati 
ntas pert:mbang.in Dcw::m Pongnwas sc..:;uni dongan paraturnn perundung
undnng .. in yang barl;1ku

1

• i 
f 
i 
I 

I 
i ;, 

Parat: ..... 



BAB VII
' DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA 

! Pasal 40

(1) PD. BPR; Bank .Daerah-wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari 
Tua bagi Direksi dan Pogawai yang merupakan kekayaan PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar yang; dipisahkan.

(2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini bersumber d a ri: j

a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai PD. BPR 
Bank Daerah Karanganyar;

b. Bagian dari dana kesejahteraan;

e. Usaha-usaha lain yang sah.
- I .

i BAB VIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

i Pasai 41

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi 
menyampaikan Rencana f<erja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat 
pengesahan. ■ .

(2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan 
pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar dinyatakan berlaku.

(3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus 
mendapat pengesahan Bupati.

(4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
yang telati mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia 
setempat. j

i

■ ' ; l' " BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

' . T' '-".v ■ ■'
j Pasal 42

(1) Tahun Buku PD. BPR Bank Daerah adalah tahun takwim.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga'/ bulan setelah .berakhir-tahun buku, Direksi 
menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan 
Laba/Rugi yang toleh ciiapdit oleh Akuntan. Publik'.kepada Dewan Pengawas 
dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengasahan.

(3) Neraca dan Perhitunnan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati, memberikan 
pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas. ' .

(4) Direksi wajib membuat laporan tahunan' tentang perkembangan usaha PD. 
BPR Bank Daerah' Karanganyar yang telah disahkan untuk disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah dan Bank Indonesia setempat.

s

P a ra f:

i I 

_ B.A.B Vll 
DANA P[:Ns:1uN D/\N TUNJANGAN dAr~I TUA 

i 

Pasnl40 

(1) PD. BPR Sar~lr. D:10rnh wnjib rnong::idakan Dam, Pcnsiu11 ci:.in Tunjangan Hari 
Tua bag: Dirol<si do11 Pogawai yang merupal<an kok;:r1a.:m PD. APR Bank 

,: \ I • 

Da2rah Karanganyar yang' dip;sahl<an. _ 

(2) Dana Pensi11n gan ·,unjarigan Hmi Tua sobagairnann cimaksud ayat ('I) Pasnl 
ini bersutnbor\:iari : I - . -

I 

a. -luran r,oniiur. dc.1n tu~jnngan h.::-ri tua dr.tri direk.si d3n pogawai PD. BPR 
Bank Daeri,h l(aranganyar; 

!' , \ 

b. Bagian dnri dan::i kosejahtor .:irn1; 

.,. Usaha-usah(1 lL1in yan~ snl 1 • 

i 
l r 
' l 

! BAB VIII 
RENCAN/\ r<:ERJA DAN ANGGt-,HJ\N 

. I 
; 

. i i . • . 
(1) Snlnmbnt-k1mbatny:i 1 (sotu) bul3n subclurn tahun bul<u berahh1r, D1r&1':s1 _ 

menynrnp;:iikan Ro11co.n.:i 8:0,-ja Tal1unan c.fon Anggnrnn PD. BPR Bank Oaerah 
Karangnny'.lr kop::icla 't3dpati mclalui Dewan r..)eng~.was untlil< mendapat 
pe:nges.:lh~r.. : 

(2). Apnbi!a !:iampai cl0ngc1n pcrmuluan t::ihun bul,u Bupati ti<.121< rnemt:erikan· 
pengesahan, mal-rn Rer1cana l<crja Tahunan dan Anggarnn ?D. BPR Bar.k 
Dqcrnh Knranganyar di:1yntul<an bD:-1.ilcu. 

---·--(3) .Scti::lp pcrubah:.11i Roncilna l<crjr:1 T~hunan ckrn Anggar.:in PD. P-PR Bank 
Daerah t<arnngariy:ir ynng tcrj~~di cl31arn tahun buku yang bcrsangkutan r.arus 
mendapat perigos~han Bu:pa~i. 

~ ! 
(4) Rcnc~na !\erja Tnhumin 8::.in Anggarc..111 PD. BPR. Barok Dacrnh Krnw1g~nyar 

yang telah rnendapat pongcsahan Bupati disam;Jaik&n kcr,:1da 8c\nl< Indonesia 
setempat. · I 

B.L\B IX 
TAHUI\I BU~(U 0/\f\l PEf-!HITUl\!G/\N .i.Al--:UN/\1\J - I . 

l l:)n~;;:11 .t.12 

(1) ";ahun Buku ·ro. Bf.JR B::irik D~10rah 8dalah tahun takv,:i111. 
- . ' . 

> 

(2) Sclambat~larnb:1tnyri 3 (ti9a~ bulan :;;ctclah bcmkhir t,.1f1un bulrn, Direksi 
mcny'.".lrnp.:1il·~.:1r, pcrhi1.unoun t:iln.111:.111 y:.rno tcrdiri dari Ncr..1c~a d;.:in r=>crhitung~n 
Laba/t~ugi yang tclch ciia~dit olc:h Alcuntan Publi!< lc0;:,adn Dewnn Pengav.-ns 
dan diten:sk.1:1 k0p;;ici:.1 8upc.1 ti untuk rncndapatl<u11 pongasahan. · ' 

. I 
(J) Neraca di,n Porhitur..oan L-1bu/Rugi yang disahl<an oler. Bupmi, m0r,1bcrikar. 

pembobasan.tnngguny jawab kcpc.1du Dircksi dun Dewan Pongc1•iia~ .. 

(:I) Direksi .,,.,-ajib mcmlJunt lnporar1 t;-Jhum1n tontang porkernb;_mgan usaha PD. 
BPR Bank 0:=.10r.:ih, l<urn'ng::inynr yang tolah disahknn ur,tul< disampaikan 
:rnpada BL,pati dcn~an • tcrnbusr-rn Gubcmur, Mentcri Dalmn Negeri dan 
Otonomi :Jaorah d311 Bani~ lndor:osi.:i sctcmpat. 

! 

I 

Paraf: ..... 

' , l 
I 
I. 

i 
j 

I 
I 

I 
l 



t^) Direksi wajib iiiefhjeriiUMikiwi Miaae.i dan pofhiiunrjan 
yang telah disahkan pada papan pengumuman [JU. 
Karanganyar.

.fm/Rugi Tahunan 
BPR Bank Daoiah

. . A : i- ' ■■■■■ BAB X' ■■ ' '
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

.. .i i Pasal 43

(1) Laba bersih PD. BPR Bank Daerah Karanganyar yann toiah disahkan oleh 
Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten 50 % (lima puluh persen);
b. Cadangan Umum 15 % (lima belas person);
c. Cadangan Tujuan 15% (lima belas persen);

d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh person);

e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen);

(2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah ■sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a Pasat ini disetorkan ko Kas Daerah setiap 3 (t;ga) bulan sekali dan 
kekurangannya,dipenuhi sampai dengan tanggal 3’l Maret tahun berikutnya.

(3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf d Pasal ini 
antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan 
Pegawai, sosial dan sejenisnya.

(4) Penggunaan jasa produksi isebagaimana dimaksud pada ayat (T) huruf e Pasal 
ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

--T • ■ • a  ■ ; ,H Pasal 44 . a

(1) Anggota Direksi dan atau pegawai yang dengan sengaja atau Karena 
kelalaiannya menimbulkan kerugian; bagi PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
wajib mengganti .kerugian dimaksud. i

(.2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 
ini sesuai dengan ketentuan peraturan perunaang-undangan yang berlaku.

i BAB XII
I I KERJASAMA

':v : i --VP ... '11' Pasal 45':' t

PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dapat melakukan kerjasama dengan 
Perbankan dan atau L.ombaga:Kcuangan lainnya dalam usaha peningkatan modal, 
manayemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

: i BAB XIII 
! I PEMBINAAN

: i; '(V; y" nj A.. Pasal 46,. - V,-

(1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar dalam rangka meningkatkan daya guna dan lusil guna PD. BPR 
Bank Daerah Karanganyar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah 
sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.

(5) Dirnk~·,i · w .. 1jill rill.!11\il i;,;u111k;111 I J, :1 ;1i:, 1 .di 111 p<:1 I 1il:1nq; 111 I , ,! 1;.1/f~u~Ji Tahunan 
y3ng tolah clisahk;.,11 pada p:.qx1n ptH1uu111·.1111;.1n ·Pu, ur:.:.1~ l3.:1nk Dao1uh 
Karanganym. ; > 

, . , BJ\B Y. 
PE-~!ET/.\PAN DAt\l PENGGUNAAN U-\BJ~ BERSIH 

• I ! , 
\ l 

t 

I Pasal 43 
. l 

l 

(1) Labn b1)r~ih PD. [3Pf~ B;;:;nk Gacrah Karnngnny.:ir yanri toinh disahkan oluh 
Bupnti sct0lah diputong pi:-ljak, pombagia,1nya d;t0tapkail SGbaga! berikut: 

a. Bc1gian Laba untul< Po+erint~,ri f<abupaten 50 % (lim::i puluh persen); 
·· b. Caua~gnn Um urn 15 % (li,ni..1 bcl;:is person); 

. . I 

c. Cadangan Tujuan ·15 .~~ (lim;:-i bclas µcrsen); 

d. Dan.-i Kcsojnht8rann ·10 % (~,erJulull pcrncn): 
. . . ' I . 

· o. Jnsa Produl<si IO % (sopuluh per~icn); 
. ' I . 

(2) aagian L::ba untuk P•~mcrinta:, D.:icrc1h scbag,.1irndn,:.1 dirn;iksud pad a ayat (1) 
huruf n Pasr.if ini ciisotorlccin ko Kas Daerah soli:::1p 3 (tiga) bu Ian sckali dan 
l<e:<urangannya,dipe'.luhi sampai <:iangan tanggal 3·1 Maret t.~hun b0rlkutriya. 

. '. • ; I 

(3) Dahn Kcscjahtcra~1n ':..~eb6g:)ilY\i"lnZI dirr,;.ikst:d puda ,.,yn•. Cl) huruf d Pasal ini 
ant::lra l8in untuk l)ana P0/1siun Dircl<si dan P8gc.1wai ~e,ia untuk Peiumahan 
Pegi:lwai, sosial clan scjenis"nyn. 

' 1 

(4) PengQUnctan jasap1 oduksi ;sebagaimami dimaksud padci i:1y;:it (l) huruf e Pasal · 
ini ditetapk~n olell Dirol,si dcngan porsotujuc1n Bup:iti. 

. ' ) , 

l 
BAB XI 

fANGGlJNG Ji\W;.\BOAN TUNTUTAN GAf\JTI RUG! 
i ', 
1 

i r->ctscil 4tl 
j 

(1) Anggota Dir0k!:i dun at'aL pngawEli yang dengan scngaja ata11 r<arnna 
k8\~.dai~1r,ny.:1 men:rnbLilk,m 

0

),0ru~1izln lxigi PD. BPR Bnrik Q30rah Karnnganyar 
wujib mr:mggaciti 1<0r:.1gicl11 d(m2k'.:;ud. · 

' (2) T2.tu r.;c>ra pcnyL ... 18~:,i:lian gaAu rugi se!Jag,rnana dimai<sud padZl ayat (1) Pasal 
. ini s0suai der1gan lc0t:::ntuan: poi a tu ran p0rundang-undang::in yang ~)erlaku. 

' 

! 

BAB XII. 
~{Ef1JASA!VIA 

. ?D. BPR B,rnlc Ouc;nl1 r(ar>nga11y,.1r dapnt ·mclnku:<3n kcrjasarno dengan 
P01 bankan dan c1tnu L.r:rnbaga; f<outrng.11, lninny.:i dzil.:irn '.J:::;nh::'. jJoni.rigkat;:in !lloda.l, 

' ' ' 

manayemen, P.rofosi0na!isme perbankan dan lnin-lain. 
' 

('I) 

i I 

FJ/\B XIII 
PEMBlf\U\AN 

, . .1 Posnl 46 . ~··· 

Bupati rn0lakuknn pcmbiqa,.ir1 umum torhudap PD. BPR Bank Oaerah 
l(.:.rung<1nyc1r dalam rnngka '.moningkatlG:1n daya gu11a dan l1.-1sil guna PD. BPR 
88nk Daerah Knmnganyar sobagai nlnt lwleng!<apan Otonomi Daei'ah 
schingga dapat boropor:::isi s'.cc8r:.1 schat, rnandiri dan ofision. 

I 
j 
l 
: Paraf: ..... 



( 2 )  P O m b in a a n  d a n  p o n p “  P D ' B P R .

BAB XIV 
PEM BU B A R A N

-p : M Pasal 47

(V Pembubaran PD. BPR Bank j Daerah Karanganyar ditatapkan dongan 
Peraturan Daerah dan berlaku sotclah mendapat pengesahan dari Pejabat 
yang berwenang, s !

(2) Untuk . polUKsnnann. pembubaran PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 
•sebagaimana-dimaksud-pada ayat (1) Pasal ini dibcntuk Panitia Pembubaran 
oleh Bupati. i;

(3) Apabila PD. BPR Bank:.Daerah Karanganyar dibubarkan, hutang dan
kowajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR BanK Daerah 
Karanganyar dan sisa lebih/icurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah 
Daerah. : i

(4) Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar menyampaikan
pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
kepada Bupati. : i

.... p --'Di'K P j / . Pasal 48 - \ '

(1) Bupati menyelesaikan kckarynan Diie.ksi dan Pegawai atas pembubaran 
PD. BPR Bank Daerah Karanganyar.

(2) Pembubaran PD. F3PR Bank Daerah Karanganyar dilaporkan oleh Bupati 
kepada Gubernur , dongan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah dan Bank Indonesia setempat.

m BAB XV
; KETENTUAN PENUTUP

P k  "  i;i ' Pasal 49 P . pR- P'. 'P..; P'yyV

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 3 Tahun\199G tantang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Pasar Kabupaten i Karanganyar, beserta perubahannya dinyatakan 
tidak berlaku.

PR' ';■■■'■ u K. .'.Pj ' Pasal 50 '.

Semua kekayaan/assot termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Pasarj menjadi kokayaari/asset PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

V'; ■ "H Pasal 51 P P ; D a P p b  P P P ... ''P jp P  '

Hai-hal yang heium diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh 
Bupati sepanjang mengenai.pelaksanaannya. ,

(2) .8ank /i1donesia .110/aku/rnn f)ombin::ian d.,,r., 
B / 0

. . , "' , pongawasan terhadap PD. BPR, 
an\ nerah t(arz.n9z.-myar.- . 

BAB XIV 
F>f~M13UBARAN 

'--.:.__,. -

! Pnsal47 

(1) Pernbuba;an f.JU. BPR . bani< l o3orah J~riranganyut cJitotopi<:a,1 dung an 
Poratumn D.:icr .. :h dan borktku qotclah mondripat pcn9c:;.:1han dari Pojabat 

,, yang bo'rwenann. . , j I . . . . .. . 
~2) Untul< pol •. rn~,nnD:1n perPb,ub;1r:111 PD. UF>f \, l:3,1n 1, LJ;.1 er::il1 }<nranganyar 

scbagvimni1a dim.:1ksud rx1d.:i ayt,t ('I) Pi:lsul ini dibcntuk P .. ,nitia Pornhubaran 
oleh 8:.ipati. . 1 

(3) Apabiln PD. Bf:)F, Bank .p;:wrah ~<aranganynr ciibubarknn, h~1tc:u1g dan 
kowajiban kouan~c1n dibayc1r clari harta kokayaan PD. Bf")R Bc.nt< Daerah 
Karanganyiir de.in sisa lubih/tcurang 1110njndi milil:/t::ir,ggLingpvvab Pemerintah 
Daerah. I 

l 

(4) Pclnitiz: PombLibarnr, 
pcrtanggungjnwc.1bL1n 
kopada Bupati. 

· PD. ·• BPI~ Bank O;:ierah 
I 

pL:tnbubar.:in PD. BPR 
~--..1 l 

l(arangany:ir rn0.nyampaikan 
Ebnk Dama!·, l<:::irnnd,rnyar 

PclS.:.ll 48 
., l 

(1) BuP,ati mcnyolo:s::1ii,:,in lrnk.:~ryi:t,111 Dir 6!<~;i dan Pcgmvrii .Jtas pcnibubaran · 
PD. B,PR B.:mk ~aorah 1<..arnr\g:rnynr. 

('.2) Pembu!)man PD. BPH Bank Dncrail f<aranganynr dilapor:can olen Bu!Jati 
kepada. Gub:1rnur , dong a~ tornbus,"in lcepada Montori Dularn N0g0ri dan 
Otonomi D::1crah dcin 8c.1nk 1lr'ldo11c:;i;:i sctcrnpat. . , . i 

I. BAB xv 
~<El'EI\JTUl\N PEt\JUTUP 

. i . 

Dengan berlakunya, P0mtwan Daorah ini, mal<:a Peratura,1 Daernh ~(abupaten 
l(c1rnngany::d Non:or 3 T;:ihun\·1 ~9G t;:.nt,rng Porusalla::in Dncr3h Bi:lnk Porkro<iitan 
:~nkyat Bank P;:isar l<ab~ipatcn ! l<.::ranganynr, buscrta purtib~ha11nyn dinyntal<an 
tidal< borl3ku. ' 1 

: l 
· l Pasc.11 50 

! 

Somua · kcl<ayc1an/assot tormas'.uk hutang plulang Porus~haan Daerah Brink 
- Perkreditan Ral<vat Bank Pasar! rnonjadi kolcayaan/asset PD. 8PR Bnnl< Daerah 

Karanganyar yang ditatapkan dalarn Pernturan Daor~h ini. 

i 
I PzisZtl 5-1 

Hai-hal yan~ beium diatur dabrr~ f-='cmturnn Oar.:rah ini akan uic1tur k0ml!c!ian oleh. 
Bupa~i sepanj,w~ rn·cn0oni:1i polaks:Jn;:i;Jnnyz:i. . . 

Psraf: , .... 



Pasal-5 2

PeratCiran Daerah 'ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agarsetiap orang mengetahuinya, '.memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar. i

1 [Ditetapkan di Karanganyar .
{ pada tanggal Akr , P i f r ' l  Z  O O b

\ B U P A T Î K̂ v R A N GA>ry A R,

% ? * / :
!i / P  - A V A

I
^  Hj. R^NA lRg:i3,(vSB(

' . A : j ' -•■v'AA.'-sTAf'k/
i ■

Diundangkan di Karanganyar n 
pada tanggal Ptf>rU.

CTNANINGSIH, S.PcJ.,M.Hum.

‘kA&UW HbKUN

S DAERAH

' ' 

... 

Pasa/5:2 
Pernti:iran Daer21l in) rnul~i berla)w pricla ta,:g~Jal cliu11clc1nQi"an - l -

Agar . setiap orang mnngetahu\nya, rriernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemp~tanr.ya dalarn Lembaran ' Daerah Kabupaten Karangan~/ar. , l ' ! 
'1 
I 

' i 

Dilf!lc1pl,c1n di 1<..=1rn1,~1r111yr1r 
pacla tanggal ;J.. -<t fl p-; ( 2 00 u 

' I 

l -· 
I· 
i 
i · 
i . I . 

• I 

. i 



■| PENJELASAN 

'ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 5  TAHUN 2006

! TENTANG
•. . . r ■ •' .

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 

BANK DAERAH KARANGANYAR

i .
I. PENJELASAN UMUM U

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya serta dalam rangka membangun 
citra dan jati diri sebagai s'alah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan' Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; 
Bank Pasar Kabupaten karanganyar beserta perubahannya sudah tidak sesuai 
lagi dengari perkembangan dunia usaha dewasa ini. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk morubah nama dan 
logo PD. BPR Bank Pasar mbnjadi PD. BPR- Bank Daerah Karanganyar.

Untuk membelikan landasnn hukum terhaaap perubahan nama dan logo 
PD. BPR Bank Pasar Kabupaten. Karanganyar tersebuv, perlu diatur dan 
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tantang Perusahaan 
DaeralvBank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
, j;'

Pasal 1 : Cukup jelas} 
*{

Pasal 2
I

: Cukup jelas}

Pasal 3
! |

: Cukup jelasi

Pasal 4 ; Cukup jelasi

Pasal 5 : Cukup jelas1

Pasal 6 : Cukup jelasi
u' r -

Pasal 7
: | '

: Cukup jelas
‘ 'i

Pasal 8
i

: Cukup Jelas
- , I

Pasal 9 : Cukup Jelas
„ 1 M-

Pasal 10
. i

; Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

.. 

. . . rr-.:!\!JELASAN . . 
. · /\.T /\S 

. . 
. ' 

PERATUR.AN DAER.t\H ~<:i\[3UP/.\TEN r<AR/\NGANYAR 
I i 

NOMOR 3 T fa.HUN 200G 
l 
! 
l 
I T!:NT/\hlCi 

I 
Pl~RLJSAl-·11-\1-).N DAE~,\i-1 BANI< ?ERl-<Hf::OITAN F<td(YAT 

i 

I. PENJELASAN UMIJM i 
Bahwa dcn~1nn cliundan'.gkannya Undang .. LJridang Nornor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah:.,n Oaernh clan Unr.!ang-Ur.:fr.:ng N0mor 10 TahLm 1998 
tentnng P0rubnhan Atas Undnng-Undar:g Nornor 7 Tuhun 1992 tent8.ng 
Pcrbank~n bcsert.::i pcraturan: pol.:ilcs~ma~llHlYd surt;1 d:.-1l.:ir:1 rnngko mcmbnngun 

a citrn dan _iati diri sebagai s:a1a:1 satu Pcrusahaan Daerat1 milik Pemerintah , 
• Kabupater; i<aranganyar, m:aka Peraturan · Daerah f<abL:paten Karanganyar 

Nomor 3 Tahun 1996 tentahg Porusah2ar\ .oae1a~ Bank Perl<reditan Rakyat 
B;;ink Pasar l(aburaton l<aran0nnym bc:,;ert;:i.pen..:bnhanr1y2 sudah tidal< sesuai · .. 
:ngi ciengar1 porkon1bangpn duni;.1 qsalla dewas~1 1n1. B£rd::isarkan 
portimbang~n terscbut dintn~L rnQki:'1 dipandang pcrlu untuh: morubali 11arn.1 dan 
logo PD. Bt=-'R Br.ink Pa:;ar mtnj::1di PU. DP(~ B.:,nk Daoruh 1(::-ir~ng,rnysr. 

Untu!< mcmbc, iknn lc1nba:jan twkum torhaciap perub;:ih:rn nama cian logo 
PD. BPR f:3ank Pc1s.:1r l<.:1~up21tc.•n. l<arangany.:1r tersebu1, µerlu diati..Jr d~n 
ditct;:ipkan P9rntu:-~rn Daorah l<..ibtqx:,tcn Kar2ng;:my~r t::intang P~rusnhann 
D.::ernl1Bank Pcrkrc:ditan F~nkyat !:3nnk Dncrah f<ar;:inganym. 

II. PENJELASJ\N PASAL DElv11 PJ~S/\L 

Pasnl 1 Cukup jclas 

- Pnsal2 Cul(LJ::> jclas 

Pasal3 Culwp jol.:iS_: 
! 
I 

Pasal4 Cuk, ,p joins'. 

Pasal 5 Cukup jol.:ls: 

Pasal 6 · Cukup jelas' 
' : r 

l 

P.isal 7 Cui,up job~ 

Pasal 8 . _Cul<up_ Jclc1~ 
I 
f 

Pasnl9 Cul<up Jclai, 
: j. 

I 

P2sal 10 Cukup Jelas 
, I 

' l 

·pasal 11 Cukup Jcla~ 
' i 

! 
\I 

O•if'l'f' ' .. 
I c, C. • ••· •• 

' I. 
! ·\_·. 



Pasal 12 : Cukup jelas

Pasa! 13 : Cukup Jelas

Pasal 1'4 : Cukup jelas

Pasa! 15 : Cukupjclas

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup'jelas.

Pasai 18 : Cukup jelas

Pasal 19 7 Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22. : Cukup JokT.s

Pasa! 23 : Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jplas

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 j  Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas
'J :j : . 'N: ; ;

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 u Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cuiaip jelas.

Pasal 35 :.p; Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jela-.,

.Pasal 12 

· Pasa! 13 

Pi1sa! 1 S 

Pasal 16 

Pasnl 17 

Pasni 18 

Pasal 19 

Pasal21 

Pasal 22. 

P.isa!23 

Pasal 25 

Passl27 

Pssal28 

Pasal 29 

Pasal 30 

Pasal 31 

Pasal 2,2 

Pasal33 

-PDsnl 34 

Pnsa!35 

Pasal36 

Pasal 37 

Cukup j~las 

I 
Culcup Jelas 

l : \ 

Culcup jol,:,s 

Cukup·j~l;:is 

i 
I 

Cukup j9las, 

Cukupj6Ias. 
I 

, I . 

Cukup jqlas 
I t 

,.... ! i I 
vUl<Up Je 8.S 

Culcup Jblns 
', I 

Cu'~-up ;i_las 
I 
\ 

Cul<Up J,1!z.s 
' I 

: l 
Cukup jclas 

, l 
Cuk11µ ip!.:is 

, I 
' ; 

i 

Cukup jclas. 
I t 

I 

Cukup jolas 
\ 
I 

Culcup Jo't.:is 
! 

Cukup ,..lelas 
! 
i 
i 

Cukup jelas 

CukupJe:as 

Cukup jol:hs 
' ' , I 
l t 

Cukup jolds 
I 

\-

Cr.1kup jol9s. 

. I 

Ci.Jlcup j•::l9s. 
I 

. '.I 

., Cukup J·e1:.1s -- I -

. Culrnp Jnli1:; 
' i 

. ' · Culrn1 i .Jnl.\:, 
, I 

•• I 

I l 

Psraf: ..... 



Pasal 39Pasal 39 

Pasal 40

Cukup jelas 

:• Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jolas

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jolas.

Pasal 45 : Cukup jolas

Pasal 46 : Cukup Jolas

Pasal 47 u Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 . Cukup Jelas

Pasal 50 :. CliKiip jelas

Pasal 51 . • v Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

-, 
.:;. -!:- . "."_:, 

Pasnl39 

Pa:3al 40 

Pasal 41 

Pa.3al43 

·- Pasal 44-

Pasal 45 

Pnsal 4"/ 

Pnsn149 

PGsnl 52 

Cukup jc);::is 

I 
I 

CukufJ Jolas 

Cu!cup jelas 

Cul<up joins 
; 

Culrnp jelas. 
i -

Culcup jr)(as. 

Cul,up jclns ---
1 • 

'\ 
Cukup Jo)aJ 

' 
CiJkup Jebs 

I 

I 
Cul<Up jiJfos 

l 
I 
I 

Cu,,up jola~; 
I 

l 
Cukup jol0s 

Cukup jclbs 

Parnf: ..... 


